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SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan bahwa analisis standar belanja,
standar teknis, dan standar harga satuan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja Fisik;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 Nomor :
07/PRT/M /2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,
Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
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7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22 /PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1433);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

BAB
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu
Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Analisis Standar Belanja Fisik adalah penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan fisik.

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan Tujuan Pembangunan Daerah.

9. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
Program atau keluaran (output) yang diharapkan dari suatu
Kegiatan.

10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
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11. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan dalam 1 (satu)
Program.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan
Program/Kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan

b. penyetaraan perhitungan anggaran Program/Kegiatan yang
sejenis yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a. mengevaluasi kewajaran biaya pelaksanaan Program/Kegiatan
yang diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah;

b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran sehingga
Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan
dengan jenis dan besaran belanja yang diperbolehkan untuk
setiap kegiatan; dan

c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Analisis Standar Belanja
Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 5

(1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga,
maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.

(3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) formula dan besarannya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2021
BUPATI BULELENG,
ttd
PUTU AGUS SURADNYANA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001
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